
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentu.kan 

Daerah-daerah Kabuparen Dalam Llngkungan Provinsi Jawa 

Tengab; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 

47.Tambahan Lembaran Neeara Reoublik Indonesia Nomor 42861: 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan 

Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tabun 2014 tentang Desa, dan Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Rak Asal Usu! dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten .Jepara; 

'BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA 

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN 

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

Dl KABUPATEN JEPARA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

BUPATI JEPARA 

PROVINS! JAWA TENGAH 

TAHUN 2018 20 NOMOR 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4578); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraruran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerinrah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubaban atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah beberapa ka1i diubab terakhir dengan 



Pasal 1 

Dalarn Peraruran Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupatl sebagai unsur penyelenggara Pemerintaban 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang rnenjadi 

kewenangan Daerab otonorn. 
2. Daerah adalah Kabupaten .Jepara. 
3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Kecarnatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Jepara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten 

Jepara. 
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di 

Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan rugasnya memperoleh 
pelimpaban kewenangan Pemerlntaban dari Bupatl untuk menangani 
sebagian urusan otonorni daerah, dan menyelenggarakan tugas urnum 

pemerintahan. 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAF'TAR KEWENANGAN DESA 
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 

BERSKALA DESA DI KABUPATEN JEPARA. 

MEMUTUSKAN : 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 1:entang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republiklndonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2015 Nomor 4); 



kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
15 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kernasyarakatan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hale asal usu! dan adat 
istia'clat Desa. 

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur clan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleb Desa 
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 

, 

,. 
masyarakat sesuai dengan kebutuban dan merupakan mitra Pemerintah 
Desa dalam memberdayakan rnasyarakat Desa. 

11. Musyawarah Desa adalab musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal 

yang bersifat strategis. 
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleb 

Petinggi setelab dibahas dan disepakati bersama BPD. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya clisebut APB Desa 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
14. Pembangunan Desa adalab upaya peningkatan kualitas bidup dan 

' merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayab dan 
ditetapkan secara demokratis. 

I 0. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang clibentuk oleh 

6. Desa adalah kesaruan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk rnengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul dan/atau bak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, 

8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah 
Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban unruk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 

9. Sadan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalab 
lembaga yang melaksanakan fungsi pernerintahan yang anggotanya 



Pasal 5 
Kewcnangan berdasarkan hak asal usu! basil identifikasi dao inventarisasi lainnya 
antara lain : 
L Bidang Penyelenggaraao Pemerintahan yaitu : 

a. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa; 
b. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat; 
c. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat; 
d. peogamanan kekayaan dan aset Desa; 
e. memelihara perdamaian, menangani konllik dan melakukan mediasi di 

sebagaimana usu! asal 
Pasal 4 

Kewenangan Desa berdasarkan hak 
dimaksud dalam Pasal 3 antara lain: 
a. sistern organisasi masyarakat Desa; 
b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan taoab kas Desa; 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 

Pasal 3 
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-uaul sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 2 huruI a, meliputi: 
a. merupa.k:an warisan sepanjang masih hidup; 
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan 
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

BAB ill 

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

Pasal 2 

Ruang lingk:up yang cliatur dalam Peraruran Bupati ini meliputi: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usu!; 
b. kewenangan lokal berskala Desa;dan 
c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa. 

BAB 11 

RUANG LINGKUP 

perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 



Pasal 7 
Rincian kewenangan lokal berskala Dcsa antara lain ; 

a. pengelolaan tambatan perahu; 
b. pengelolaan pasar Desa; 
c. pengeJolaan tempat pemandian; 
d. pengelolaan jaringan irigasi; 
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; 
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
h. pengeJolaan perpustakaan Desa dan tarnan bacaan; 
i. pengeJolaan embung Desa; 
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
k. pembuatan jalan Desa an car permukiman ke wilayah pertanian 

Pasal 6 
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana ctimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b, meliputi: 
a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 
b. telah dijalankan oleh Desa; 
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; 
d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;dan 
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserabkan ke Desa. 

BAB IV 
KEWENANGAN LOKA.L BERSKALA DESA 

Desa: 
L pembangunan dan perneliharaan kantor pemerintahan Desa;dan 
g. pungutan pancen, pungucan pipit, dan pungutan pesanak. 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan yaitu peningkatan upaya gotong royong 
masyarakat. 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu pembinaan ketenteraman masyarakat 
Desa. 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu : 
a. pelestarian adat istiadat Desa; dan 
b. pengembangan Lembaga-lembaga keuangan di Desa. 



Pasal 10 
Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas : 
a. mengupayakan peningkatan pencliclikan non formal; 
b. pengembangan Fbs Kesehatan Desa dan Polindes; 
c. pengembangan kader kesehatan Desa; 
d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 
e. pembangunan dan pemeliharaanjalan Desa; 
f. pembangunan eriergi baru dan terbarukan; 
g. pengelalaan pemakaman Desa dan petiJasan; 
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 
J, Pembangunan dan perneliharaan sarana dan prasarana olah raga Desa; 
k. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 
I. pengembangan sarana dan prasarana produksi ell Desa; 

Desa 

PasaJ 9 
Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pemerintahan 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 8 huruf a tercliri atas: 
a. pelaksanaan sistem administrasi clan informasi Desa; 
b, penataan tata ruang dan penyusunan peta Desa; 
c. penataan susunan organisasi tata kerja Pemerintah Desa; 
d. pembentu.kan Badan Permusyawaratan Desa; 
e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 
f. penetapan APBDesa; 
g. penetapan kerjasama antar-Desa; 
h. pengelalaan Gedung atau balai milik Desa: 
i, pendataan potensi Desa; 
j. penataan arsip Desa; dan 
k, penetapan pas keamanan dan pas kesiapsiagaan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. 

PasaJ 8 
Kewenangan Iokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
meliputi 4 (empat) bidang yaitu: 
a. bidang Pemerintahan Desa; 
b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Dcsa; dan 
d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 



Pasal 12 
Kewenangan lokaJ berskala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas: 

a. pengembangan seni budaya lokal; 
b. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 
c. fasilitasi terhadap kelompok masyarakat rerrtan, kelompok 

masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan clifabel; 
d. pemberian banruan hukum kepada warga masyarakat Desa yang 

tidak mampu berperkara; 
e. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; 
f. periingkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai 

pelatihan;dan 
g. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 

Pasal 11 
Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas 

a penegakan hukurn dan system pengamanan lingkungan;dan 
b. membina kerukunan warga masyarakat Desa. 

m. pembangunan talud; 

n. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk 
pembangunan Desa dan rumah rakyat; 

o. usaha ekonomi masyarakat; 
p. pengembangan pusal perekonomian Desa; 
q. pengembangan industry rumah tangga; 
r. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 
s. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 
t. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit 

pertanian dan perikanan secara terpadu; 
u. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 
v. pengembangan usaha pertanian dan peternakan milik Desa; 
w. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Desa dalam Tangka 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata Desa;dan 
x. penghijauan Desa. 



Pasal 16 
(1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan mventarisasi, serta sosialisasi 

kewenangan Desa menjadi beban APED Kabupaten. 
(2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan 
pada APBDesa. 

BAB VI 

PEMB1AYAAN 

Pasal 15 
Bupati rnenugaskan Camat untuk melakukan evaluasi dan implementasi Peraturan 
Desa. 

Pasal 14 
(1) Sebagai melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pernerintah Desa menyiapkan 

Rancangan Peraturan Oesa tentang Kewenangan Desa Berdasackan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

(2) Rancangan peraruran Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibabas 
bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh 
Bupati. 

Pasal 13 
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang 

rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul clan kewenangan lokal berskala 
Desa kepada Desa. 

(2) Berdasarkan basil sosialisasi clan penyuluhan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) Pernerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan 
kewenangan yang akan dllaksanakannya. 

BABV 

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA 



/ 

Pasal 20 
Peraturan Bupati ini akan ditinjau kembaJi apabila ada perubahan data sesuai 
dengan situasi dan kondisi Daerah. 

Pasal 19 
Peraruran Desa yang mengatur tentang kewenangan Desa harus ditetapkan paling 
lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini. 

BAB vrrr 
KETEN'l'UAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 
(1) Petinggi wajib melapockan realisasi pelaksanaan Kewenangan Desa kepada 

Bupati melalui Camat. 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan 

disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai 
kebutuhan. 

(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan evaluasi 
oleh Bupati. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar 
penyusunan kebijakan dalam rangka pcnataan dan pelaksanaan Kewenangan 
Des a. 

Pasal 17 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan 
Kewenangan Desa. 

(2) Pembinaan senagaimana dlmaksud pada ayat (1) melalui : 
a. fasilitasi dan koordinasi; 

b. peningkatan kapasitas apararur Pemerintah Desa; 
c. monitoring dan evaluasi; dan 

d. dukungan ieknis adrninistrasi. 
(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa. 

BAB Vll 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN 



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 20 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN JEPARA, 

------· 

Pl:NEL!TIAN PROOUK HUKIJIVI 
- \ ·~ ?.\r- .,f 

Diundangkan di Jepara. 
pada tanggal 16 April 2018 

Ditetapkan di Jepara. 
pada tanggal 16 April 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangannya Peraturan 
Bupati ini dengan penempacannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Pasal 21 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 


